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ABSTRACT
Development planning conference (musrebang) is a public vehicle important to bring
stakeholders to understand the issues and problems of regional development that aims to resolve
the issue of rural development. One of the villages, that should be the implementation of
musrenbangdes is Pekon Way Petai where in the process of planning forums held this, there are
lots of interesting phenomena that occur, particularly with regard to the involvement of the
community and stakeholders steps to align its development plan through musrenbangdes. The data
retrieval process is carried out by interview, observation, and documentation. Data analysis is
done by increasing the quality. The researcher analyzes data from varios sources obtauned from
the field using data collection methods by conducting observations, interview and documentation.
Based on the results of regional research in the field, it can be seen that the Evaluation Of The
Implementation Of Village Development Planning Consultation (Musrenbangdes)In Pulau Komang
Vilage Sentajo Subdistrict Sentajo Raya Regency Kuantan Singingi has maxsimal.
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ABSTRAK
Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) merupakan wahana public
yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan memahami isu dan permasalahan
pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pembangunan desa. Salah satu
desa yang patut dicermati pelaksanaan musrenbangdesnya adalah Desa Pulau Komang Sentajo
dimana dalam proses penyelenggaraan musrenbang yang dilaksanakan ini, banyak sekali terdapat
fenomena menarik yang terjadi, terutama berkaitan dengan langkah keterlibatan masyarakat dan
stakeholders guna menyelaraskan rencana pembangunan melalui musrenbangdes.Proses
pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data
dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data tersebut menggunakan
observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan internet searching. Pengumpulan data
dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan serta mengkajinya dengan
kajian pustaka. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa Evaluasi
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)Di Desa Pulau





Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi.Demokrasi adalah bentuk
pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang
dapat mengubah hidup masyarakat.Sebagai negara demokrasi, Indonesia mengizinkan warga
negaranya berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan,
pengembangan, dan pelaksanaan kebijakan yang menyangkut hidup orang banyak.Demokrasi
sendiri mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi bagian penting dalam usaha
pembangunan.Demokrasi sebagai paham yang memberikan gagasan untuk membuat perencanaan
pembangunan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai pemberi, pembuat dan pelaku
termasuk menjadi sasaran utama dalam keberhasilan perencanaannya.
Salah satu indikator terciptanya iklim demokrasi adalah adanya partisipasi aktif dan langsung
dari rakyat.Artinya rakyat atau warga negara diikut sertakan oleh pemerintah dalam pembuatan
keputusan.Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting untuk menampung aspirasi
masyarakat, dan kemudian memproses menjadi kebijakan-kebijakan.Hal tersebut menunjukkan
adanya kekuatan dan kewenangan masyarakat untuk mempengaruhi suatu keputusan dan kebijakan
yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Sebagai sebuah negara demokrasi, deliberasi yang berarti musyawarah dalam pengambilan
keputusan mufakat sudah semestinya menjadi jiwa dari kehidupan bernegara dan bermasyarakat di
Indonesia.Deliberasi yang menekankan pada hak-hak berbicara yang merata dan pertukaran
informasi, memiliki potensi untuk meningkatkan kuantitas sekaligus kualitas dari minat dan
partisipasi politik warga. Deliberasi publik dianggap sebagai suatu proses politis yang menghasilkan
jawaban yang lebih baik dalam suatu isu yang kompleks dimana tidak terdapat pilihan dan solusi
harus diciptakan. Pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan diatur
secara bertahap sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses
penyusunan kebijakan pembangunan bersifat elitis, dalam arti pemerintahlah yang menjadi penentu
kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah
tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Penerapan kebijakan desentralisasi pasca reformasi tahun 1999, tidak hanya ditandai dengan
keotonomian daerah dalam mengelola tata pemerintahannya, namun juga berimbas kepada
terbukanya peluang partisipasi masyarakat dalamsegala bidang. Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai elemen
untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, menciptakan rasa memiliki masyarakat dalam
pengelolaan pemerintahan daerah, menjamin terdapatnya transparansi, akuntabililitas dan
kepentingan umum, serta perumusan program dan pelayanan umum yang memenuhi aspirasi
masyarakat.
Undang-undang tersebut diterjemahkan pemerintah pusat maupun daerah dengan berbagai
regulasi dan tindakan yang mendorong penerapan pendekatan partisipasi dalam perencanaan
pembangunan daerah serta membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan
pemerintahan daerah. Salah satu sarana yang disediakan oleh pemerintah kepada setiap masyarakat
untuk berperan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah melalui pelaksanaan musyawarah
perencanaan pembangunan (musrenbang) berdasarkan Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang melembagakan Musrenbang di semua
peringkat pemerintahan untuk membuat perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan
tahunan. Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik
pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan
masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya
melalui konsultasi publik atau musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang
merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan
perencanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan sesuai tingkatan
wilayahnya.Penyelenggaraan musrenbang meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas
program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca musrenbang.
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Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutanya sering disebut dengan musrenbang
adalah salah satu upaya menfasilitasi demokrasi tersebut agar sepenuhnya menjadi milik rakyat.
Dengan kata lain musrenbang sebagai wujud demokrasi dalam konteks membuka ruang partisipasi
masyarakat bersama-sama mengusulkan aspirasi pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang ada
di tengah masyarakat. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Pemerintah Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan
Desa, musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan
(stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun
anggaran yang direncanakan.
Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM desa).Setiap desa diamanatkan untuk
menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP
Desa. Musrenbang juga menjadi wujud dari pelaksanaan kewenangan desa dalam mengelola
daerahnya, kewenangan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Musrenbang
desa adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu
pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang
yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa,
dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam
maupun luar desa. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga
komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, dan swasta) tidak berperan atau berfungsi.
Karena itu musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif
dari tata pemerintahan dan pembangunan.Musrenbang merupakan wahana publik (public event)
yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (stakeholders) memahami isu isu dan
permasalahan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dankonsesus untuk
pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah. Musrenbang juga merupakan wahana untuk
mensinkronisasikan pendekatan “top Down”dengan “bottom up” pendekatan penilaian kebutuhan
masyarakat (communityneed assessment) dengan penilaian yang bersifat teknis (technical
assessment), resolusikonflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non
governmentstakeholder untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan
dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikanberbagai sumber
pendanaan pembangunan.
Rangkaian proses tersebut diharapkan mampu menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat
yang dilandaskan semangat mensukseskan pembangunan di segala bidang. Kegiatan ini berfungsi
pula sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan
pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas
kegiatan pembangunan berikut anggarannya. Pelaksanaan musrenbang yang berjenjang mulai dari
tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga dibawa ke tingkat nasional
merupakan kesempatan emas bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam perencanaan
pembangunan.
Akan tetapi dalam penyelenggaraannya kerap kurang memperhatikan aspek partisipasi
secara luas dan masih terbatas pada seremonial dan acara rutin belaka.Peran lembaga daerah dalam
hal ini pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat khususnya dalam forum Musrenbang mutlak diperlukan sebagai salah satu
usaha menuju pemerintahan daerah yang lebih baik.Dalam musrenbang masyarakat mengemban
peran konsolidasi partisipasi, agregasi kepentingan, menyampaikan preferensi, memilih wakil,
monitoring danevaluasi pelaksanaan hasil musrenbang.Pemerintah berperan dalam penyediaan
informasi, memberikan asistensi teknis, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
Adapun DPRD berperan dalam penjaringan aspirasi dan pengawasan.Partisipasi masyarakat
di suatu daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah seyogyanya dapat menjadi salah
satu tolak ukur sejauh mana daerah tersebut mengembangkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan
yang baik dalam roda pemerintahannya.Keterlibatan masyarakat dalam arti luas harus didorong baik
melalui regulasi maupun penciptaan iklim demokratisasi yang ideal didaerah. Dengan demikian,
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akan semakin tumbuh rasa memiliki dari masyarakat terhadap program-program daerah tersebut.
Akan tetapi, kondisi yang ideal ini belum sepenuhnya terwujud dalam pelaksanaan alur
perencanaan pembangunan daerah.
Salah satu indikator pembangunan daerah yang paling vital ialah bagaimana keikutsertaan
masyarakat dalam mensukseskan pembangunan yang ada disekitarnya. Partisipasi disini tidak hanya
dikaitkan dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam berbagai bentuk rapat rencana pembangunan
yang ada, melainkan dikaitkan juga dengan tingkat keaktifan masyarakat dalam hal penyampaian
aspirasi dan keluhan serta ikut mengawal kegiatan yang akan dilakukan di lingkungannya hingga
turut serta mengawal proses pembangunan yang telah disepakati bersama. Pembangunan tidak akan
bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah,
masyarakat,swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, musyawarah perencanaan
pembangunan (musrenbang) juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif
dari tata pemerintahan dan pembangunan. Memperhatikan indikator syarat keberhasilan
Musrenbang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007
tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang), jelas dinyatakan bahwa informasi merupakan indikator penting dalam
upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Disebutkan bahwa informasi yang harus ada adalah
informasi yang perlu disediakan untuk mendukung penyelenggaraan musrenbang.Informasi ini
harus disampaikan jauh sebelum waktu pelaksanaan musrenbang agar stakeholder dapat
mempelajari dan merencanakan pertanyaan yang perlu diajukan, informasi mesti sedemikian rupa
sehingga mudah dipahami dan sesuai dengan tingkat pengetahuan stakeholders.
Musrenbang yang bermakna, akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan
dan kemajuan daerah, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang
tersedia, baik dari dalam maupun dari luar daerah tersebut. Salah satu desa yang patut dicermati
pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) nya adalah desa pulau
komang sentajo kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singing. Dalam proses penyelenggaraan
musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di pulau komang sentajo ini, banyak
sekali terdapat fenomena-fenomena menarik yang terjadi, terutama berkaitan dengan langkah
pelibatan masyarakat dan stakeholders guna menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan
masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa
(musrenbangdes).
Tidak hanya sampai disitu, dari daftar usulan kegiatan yang direkap pada saat musrenbang
pun hanya beberapa kegiatan yang lulus menjadi daftar kegiatan. Dari permasalahan diatas tersebut,
peneliti tertarik untuk megadakan evaluasi terkait pelaksanaan Musyawarah Perencanaan




2.1.1 Teori Ilmu Adminstrasi Negara
Menurut Sondang P. Siagian, ilmu pengetahuan didefenisikan sebagai suatu objek ilmiah
yang memilki sekelompok prinsip, dalil, rumus, yang mengetahui percobaan yang sistematis
dilakukan yang berulang kali, telah teruji kebenarannya, prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan rumus-
rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari, (dalam Syafii, 2010 : 3).
2.1.2 Teori Organisasi
Ilmu organisasi merupakan bagian dari Ilmu Administrasi karena organisasi merupakan salah
satu unsur administrasi. Jadi pembahasan terhadap organisasi akan menimbulkan ilmu organisasi
sebagai cabang dari Ilmu adminitrasi.
2.1.3 Perilaku organisasi
Perilaku Organisasi, sesungguhnya terbentuk dari perilaku-perilaku individu yang terdapat
dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu pengkajian masalah perilaku organisasi jelas akan
meliputi atau menyangkut pembahasan mengenai perilaku individu. Dengan demikian dapat dilihat
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bahwa ruang lingkup kajian ilmu perilaku organisasi hanya terbatas pada dimensi internal dari suatu
organisasi.
2.1.4 Teori/Konsep Pembangunan
Defenisi administrasi pembangunan menurut Siagian (2003:5) yaitu seluruh usaha yang dilakukan
oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana
dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka
pencapaian tujuan akhirnya. Defenisi tersebut secara implisit menunjukkan bahwa upaya dan
kegiatan pembangunan merupakan upaya nasional, artinya menyelenggarakan kegiatan
pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh
jajarannya meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah cukup dominan.
2.1.5 Teori Perencanaan Pembangunan
Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan yang merupakan proses
mempersiapkan secara sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan dimana pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas dasar skala
kebutuhan dan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada.
2.1.6 Teori Evaluasi
Kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis yang berlaku internal dalam birokrasi.Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah
adanya suatu standar pelayanan peblik yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa
persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini mengikat pemerintah (negara) sebagai
pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.
2.1.7 Teori Musyawarah Desa
MusyawarahPerencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah
tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk mnyepakati Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang akan direncanakan. Musrenbang desa
dilakukan setiap bulan januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5
tahunan yaitu RKP Desa.
3. METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan
pendekatan kualitatif. Menurut Jauhari (2010 : 38) penelitian deskriptif adalah metode yang
menggambarkan sebuah peristiwa, benda dan keadaan dengan sejelas-jelasnya tanpa mempengaruhi
objek yang ditelitinya.
Menurut Arikunto (2010 : 278), kualitatif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang
diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarka
fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya dan hasil wawancara.
3.2 Informan
Menurut Burgin (2007 : 76), Informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi
obyek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami obyek penelitian. Informan
dalam peneltian ini ditentukan dengan teknik purposive yang berarti bahwa informan dipilih
berdasarkan kreteria-kreteria atau ciri-ciri khusus yang sesuai dan memiliki kompetensi untuk
memberikan informan terkait dengan data-data penelitian ini.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah Purposive Sampling dan Sampling
Jenuh. Menurut Sugiyono (2017 : 91) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang
dimiliki oleh populasi tersebut.
Menurut Usman dan Akbar (2014 : 45) Purposive Sampling adalah teknik yang apabila
anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.
Teknik purposive Sampling ini digunakan peneliti untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur
Pemerintahan,Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, Kadus dimana akan memudahkan peneliti karena
yang di jadikan anggota sampel hanya mereka yang mengetahui tentang Efektifitas Penggunaan
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Focus penelitian ini adalah untuk mengetahui data dan informasi terkait bagimana
pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di desa Pulau
Komang Sentajo Raya Kabupaten kuantan singingi dan hambatan apa yang dihadapi dalam
pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tersebut.
3.5. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di Kantor Desa Pulau Komang
Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi.




3.7 Metode Analisis Data
3.7.1 Reduksi Data
3.7.2 Penyajian Data
3.7.3 Penyimpulan Dan Verifikasi
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Prasiklus
Dari hasil wawancara penulis dengan 8 informan dapat di ketahui bahwasannya pelaksanaan
musyawarah desa di di desa pulau komang sentajo sudah berjalan dengan baik, itu terlihat dari
banyaknya pembangunan yang ada di desa pulau komang sentajo. Baik dari segi perencanaan,
pelaksanaan pembiayaan sampai dengan pengawasan sudah sesuai dengan yang telah di tentukan,
hanya saja kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya musrembangdes yang ada di desa
pulau komang sentajo kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi.
Menurut pengamatan peneliti dengan adanya musyawarah perencanaan desa
(musrembangdes) di desa pulau komang sentajo kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi
sangat memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembangunan yang ada di
desa pulau komang sentajo, dan semuanya sudah berjalan dengan baik dan sesuai yang di inginkan
oleh masyarakat di desa pulau komang sentajo kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi.
Dan untuk kedepannya dapat di tingkatkan lagi.
5. SIMPULAN
Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu
wawancara, dokumentasi, dan Observasi dapat di simpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan
musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes) di desa pualau komang sentajo
kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi.Sudah berjalan dengan baik.. itu dapat dilihat
dari sudah banyaknya pembangunan yang ada di desa pulau komang.
SARAN
Berdasarkan dari uraian kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai
berikut:
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1. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Pulau Komang di harapkan untuk mensosialisasikan
program musrembang desa karena pentingnya pembangunan untuk kemajuan masyarakat
desa.
2. Untuk meningkatkan kehadiran anggota musyawarah dengan cara mengundang seluruh
pemangku kepentingan di desa pulau komang karena mencerminkan adanya demokrasi desa
sesuai dengan filosofi desa sebagai organisasi pemerintahan yang demokratis.
3. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota musrembang untuk
menyampaikan aspirasi-aspirasi atau usulan yang terkait dengan pembangunan untuk
didiskusikan bersama-sama.
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